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AbstrakKebijakan komunikasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya,seperti halnya pendidikan, kebudayaan, dan kependudukan. Komunikasi dapat memberikankontribusinya dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional di setiapnegara. Konsep kebijakan komunikasi internasional baru muncul pada tahun 1970-an setelah parapakar dari negara-negara yang sedang berkembang mengeluhkan adanya ketidakseimbangan dan tidakberkadilan dari negara-negara maju mengenai pengaliran informasi di dunia. Negara-negara majutersebut cenderung memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan kerusuhan dan kemiskinan yangterjadi di negara-negara yang berkembang. Ketidakseimbangan pengaliran informasi dari negara-negara maju ke negara-negara yang berkembang membuat negara-negara yang bekembang kurangmampu untuk membeli teknologi informasi. Akhirnya negara-negara berkembang merespon kejadiantersebut. Berdasarkan Pancasila sila kedua, UUD 1945 (Alinea I dan IV) dan batang tubuh (pasal 11 dan13), Indonesia sebagai salah satu negara berkembang akhirnya juga merespon kejadian tersebutdengan ikut terlibat langsung dalam hubungan internasiona melalui kebijakan politik luar negeriIndonesia yang bebas dan aktif. Bebas, bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yangtidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Aktif, bahwa dalammenjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif atas berbagai kejadianinternasional, melainkan bersikaf aktif. Juga aktif dalam mendukung usaha-usaha yang diarahkan bagiterciptanya masyarakat dunia yang damai, aman dan tentram.
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Abstract
Communication policy is the part that is integrated with other development policies, such as education,
culture, and population. Communication can give its contribution in support of the implementation of
national development programmes in each country. The concept of a new international communication
policy emerged in 1970s after experts from the countries that complained about the growing presence of
imbalance and not berkadilan from developed countries about the stream of information in the world. The
advanced countries tend to preach the things related to the poverty and unrest that occurred in
developing countries. An imbalance of information streaming from the developed countries to the
developing countries that make countries less able to bekembang to buy information technology.
Eventually developing countries respond to the incident. Based on Pancasila, the 1945 constitution second
sila (Paragraph I and IV) and torso (article 11 and 13), Indonesia as one of the developing world
eventually respond to the incident by get involved directly in internasiona relations through policies
Indonesia's foreign politics that are free and active. Free, that Indonesia is not impartial on forces that are
not in accordance with the personality of the nation as reflected in the Pancasila. Active, that in carrying
out its foreign policy, Indonesia is not being passivity over a range of international events, but rather an
active bersikaf. Also active in support of the efforts geared to the creation of a peaceful world community,
safe and peaceful.
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PENDAHULUANKonsep kebijakan komunikasiinternasional baru muncul pada tahun1970-an setelah para pakar dari negara-negara yang sedang berkembangmengeluhkan adanya ketidakseimbangandan tidak berkadilan dari negara-negaramaju mengenai pengaliran informasi didunia. Akibat ketidak-seimbanganpengaliran informasi dari negara-negaramaju ke negara-negara yang sedangberkembang membuat negara-negarayang sedang bekembang kurang mampuuntuk membeli teknologi informasi.Ketidakseimbangan informasi inididukung oleh hasil hasil riset Gebner(Dean, Annenberg School of
Communication) terhadap isi enam puluhsurat kabar yang terbit di Sembilannegara, yakni tiga negara kapitalis(Amerika Serikat, Inggris, dan JermanBarat), tiga negara sosialis (Uni Soviet =sekarang Rusia, Hongaria, Cekoslawakia),dan tiga negara sedang berkembang(India, Filipina, dan Ghana). Dari hasilanalisis ke-60 surat kabar tersebutmenunjukkan bahwa surat-surat kabaryang terbit di negara-negara kapitalis dannegara-negara sosialis terlalu sedikitmengekspos tentang berita-berita dinegara berkembang. Kalau toh surat kabaritu memberitakan, maka cenderung hanyahal-hal yang berkaitan dengan kerusuhandan kemiskinan (Cangara, 2013:5).Di Indonesia, kebijaksanaankomunikasi secara implisit dapat dilihatpada nilai-nilai yang tumbuh dan dianutoleh masing-masing anggota masyarakatdari suatu suku yang memperlakukanaturan itu meski tidak dalam bentuktertulis. Sedangkan secara ekplisit,kebijaksanaan komunikasi di Indonesia
dapat dilihat dapat dilihat dengan adanyaberbagai undang-undang atau peraturanyang telah dikeluarkan oleh pemerintahuntuk ditaati bagi setiap warga Negara(Cangara, 2013:12).Pengertian kebijakan komunikasiberhasil dirumuskan olah beberapa pakar(Cangara, 2013:12), di antaranya:Soomerland (1975): Kebijaksanaankomunikasi adalah prinsip-prinsip,atuaran-aturan, dan pedoman di manasistem komunikasi dibangun secarakhusus dalam kerangka yang lebih luas.Sean McBraid, mengatakan bahwakebijaksanaan komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan, atas pedoman dimana sistem komunikasi dibangunsehingga menjadi kerangka kerja yangdapat digunakan untuk mengordinasikankegiatan, memilih pendekatan denganmelihat kemungkinan alokasi dana,keputusan-keputusan struktural yangberpengaruh terhadap aktivitaskomunikasi, serta berusaha menyisihkanketidakseimbangan faktor-faktoreksternal dan internal, serta menetapkanprioritas yang akan diambil.Allan Hancock (1981),“Kebijaksanaan komunikasi adalahperencanaan strategik yang menetapkanalternatif dalam mencapai tujuan jangkapanjang, serta menjadi kerangka dasaruntuk perencanaan operasional jangkapendek, perencanaan strategikdiwujudkan dalam target yang dapatdikuantifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadaptujuan yang ingin dicapai darikebijaksanaan-kebijaksanaan komunikasi.UNESCO (1978), kebijaksanaankomunikasi adalah kumpulan dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang dibuat dan
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disusun untuk memberikan pedomanterhadap perilaku sistem-sistemkomunikasi. Ia berasal dari ideologi-ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya,kondisi-kondisi legal dan nilai-nilai darisuatu bangsa atau negara denganberusaha mengaitkan kebutuhan nyata,dan kesepakatan-kesempatan yang bakalada dalam bidang komunikasi.SM Ali, seorang konsultankomunikasi yang bekerja di UNESCO yangberkedudukan di Bangkok mulaimempertanyakan mengenai kebijakankomunikasi. Hal ini berdasarkananalisisnya yaitu jika suatu negaramemiliki suatu kebijaksanaan pendidikandan kebudayaan, serta kebijaksanaandalam moneter dan finansial misalnya,maka kebijakan komunikasi harus ada.SM Ali lebih jauh melihat bahwakebijakan komunikasi tidak lepas daribagian kebijakan nasional, bahkankebijakan komunikasi merupakan bagianyang terintegrasi dengan kebijakanpembangunan lainnya, seperti halnyapendidikan, kebudayaan, dankependudukan. Komunikasi dapatmemberikan kontribusinya dalammendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional di setiapnegara. Komunikasi sebagai sumber dayasama pentingnya dengan sektor-sektorlain di dalam pembangunan bangsa,bahkan kebijakan nasional yang dibangundiatas kebijakan sektoral juga tidak lepasdari kebijakan dan perencanaankomunikasi (Cangara, 2013:10).Ely D. Gomez juga seorang konsultankomunikasi UNESCO yang berasal dariAfganistan juga menyebutkan bahwakomunikasi sebagai sumber daya harusdiberi kedudukan yang sama dengan
sumber daya pembangunan lainnya dalampenetepan kebijakan suatu negara. Gomezlebih jauh melihat bahwa komunikasimemiliki potensi yang sangat vital dalampengembangan tugas-tugas dalamperubahan sosial, terutama dalammendorong percepatan proses alihteknologi dan upaya peningkatanpartisipasi masyarakat.Pertimbangan lain perlunyadisususun kebijakan komunikasi olehsuatu negara, menurut Sean McBride(Cangara, 2013: 10) adalah sebagaiberikut, pertama, aktivitas komunikasiyang makin rumit akibat kemajuanteknologi terutama dalam bidangteknologi komunikasi satelit. Dari aspekglobal, ekspansi komunikasi internasionalmakin mengaburkan batas-batas negara.Oleh karena itu, kebijaksanaan komunikasiperlu diformulasi untuk mengantisipasidan menyesuaikan diri denganperkembangan regulasi internasional. Inidimaksudkan agar negara tidakmengalami ketertinggalan teknologi danregulasi. Konvergensi teknologi infomasitelah menimbulkan arah baru dalamindustry media dengan munculnyatekonologi multimedia. Hal ini perludiantisipasi kemungkinan akan timbulnyakompetisi di kalangan penyedia jasainformasi yang bisa mengarah pada halnegatif tanpa penegakan etika, sertaperlunya dilakukan peningkatanprofesionalisme di kalangan para pekerjainformasi.Kedua adalah penggunaan sumberdaya komunikasi yang tidak efisien, makintajamnya kesenjangan informasi yangdimiliki atara kalangan elite dan non-elite,atara penduduk yang mayoritas denganminoritas, atara kota dan desa, antara
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yang miskin dan kaya, atara pintar danyang bodoh. Adanya kegagalan-kegagalanyang terjadi dalam berbagai proyekkomunikasi dalam bentuk infrstruktur danprogram piranti lunaknya maupunproyek-proyek yang memerlukandukungan komunikasi tidak menemuisasaran. Adanya potensi komunikasi yangdapat digunakan untuk memajukanperadaban umat manusia, danKemungkinan di masa depan teknologikomunikasi dan informasi dapatdisalahgunakan untuk hal-hal negative,misalnya tindak criminal penipuan (cyber
crime), teroris, pemerasan, judi, dansemacamnya.Sebuah negara perlu membuatkebijaksanaan komunikasi dalam bentuktertulis, apakah itu berupa undang-undangatau peraturan pemerintah dengan tujuan(Cangara, 2013:13) sebagai berikut: Untukmencapai suatu iklim kesamaan semangat(spirit) pada usaha-usaha yang dilakukanoleh negara-negara sedang berkembang,maupun melalui mitra kerja dengannegara-negara maju dalam konteks kerjasama antar dua negara (bilateral) ataulebih (multilateral); Mengoptimalkanpendayagunaan sumber daya komunikasiuntuk mendorong terjadinya peningkatankesejahteraan bangsa secara terencanadan sistematis; Agar infomasi yangdikemas dan disebarluaskan relevandengan kehidupan sehari-hari bagi pihakyang memerlukan, serta memberi motivasikepada masayarakat untuk berperan sertadalam kegiatan kemasyarakatan;Membantu dalam kordinasi kerjaantarlembaga, organisasi pemerintah, danswasta dalam processing danpenyebarluasan infomasi, serta memberikemungkinan fasilitas kearah terciptanya
partisipasi masyarakat; Memformulasikebijakan komunikasi denganmengikutsertakan semua lembaga yangberkepentingan, memperkenalkan sektor-sektor pembangunan yang digerakkanoleh aktivitas komunikasi, serta berusahamembantu mengurangi duplikasi kerjayang tidak perlu dengan menghindariterjadinya pengulangan danpenghamburan sumber daya yangterbatas.Sistem berita internasional yangmelebar luas merupakan bentukperkembagan media berita Barat,khususnya yang terdapat di Inggris,Amerika, dan Perancis. Sistem berita duniamuncul karena masyarakat di negaraBarat yang demokratis membutuhkanberita dunia, sehingga agen-agen beritadan agen surat kabar yang besar, sertaornganisasi penyiaran (radio dan televisi)saling bekerjasama, sekaligus bersainguntuk memuaskan kebutuhan orangbanyak. Redaksi dan koresponden yangbekerja untuk organisasi agen berita yangbebas telah mengembangkan tradisi danpola penyediaan berita dunia yang nyarisserempak, sehingga semua orang dimanapun ia berada dapat menerima informasidengan baik dan dapatmenyambungsiarkan berita (Shoelhi,2014: 143).Sistem berita internasional tersebutmenjadi arus infomasi dan pertukaranberita yang ada di dunia. Ada beberapasurat kabar dan organisasi penyiaran yangmelaporkan berita yang mereka perolehdari agen pelayanan berita yang bersifatglobal. Mereka adalah Associated Press(AP) berasal dari Amerika, United Press
International (UPI) juga dari Amerika,
Agence France Press (AFP) berasal dari
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Prancis, Reuters berasal dari Inggris, danTASS yang berasal dari Rusia. Limaorganisasi berita dunia inilah yangmenyalurkan dan menyiarkan berita darisemua bagian dunia kehampir seluruhkawasan dunia lainnya.Sistem informasi internasionalsedang bergerak dengan cepat kearahkondisi yang bersifat teoritis di manasistem ini mampu mengirim informasi kemana pun dalam waktu yang sesingkatmungkin (Manik, dkk (ed), 1993:58).Dari beberapa pernyataan di atasjelasalah bahwa pengaliran beritainternasional dewasa ini telah dikuasaioleh kantor-kantor berita negara-negaraBarat terutama Amerika, Inggris, Prancis,dan Rusia. Kantor-kantor beritainternasional tersebut yaitu AP, UPI,
Reuters, AFP, dan TASS tetap menjadisumber utama berita internasionalterutama bagi negara-negara Timur.Kantor-kantor berita internasionalitu bergerak di atas dasar dan tujuanekonomi yang memandang bahwakepentingan konsumen mesti diutamakan.Kecenderungan yang demikian membuatmereka meliput dan menyebarkan beritayang sesuai dengan keinginginankonsumen, sehingga sering tidak sesuaidengan ideologi dan kebijaksanaan negarayang menjadi objek pemberitaan (Kholil,2007: 83).Dalam bukunya “Perencanaan danStrategi Komunikasi”, Hafied Cangara yangmerupakan guru besar di bidang ilmukomunikasi menyatakan bahwa adanyaketidakseimbangan tentang pengaliranberita dan informasi di dunia khususnyauntuk negara-negara yang sedangberkembang.
Ketika itu negara-negara yangsedang berkembang yang dimotori olehPerdana Menteri Indira Gandhimengeluhkan adanya ketidaksemibanganinformasi di dunia akibat mengalirnyainformasi (information low) dengan tidakberkadilan dari negara-negara maju yangmemiliki kekuatan teknologi komunikasiyang lebih canggih, ke negara-negarasedang berkembang yang kurang mampumembeli tekonologi infomasi (Cangara,2013:5).Ketidakseimbangan informasi inididukung oleh hasil hasil riset Dr. Gebner(Dean, Annenberg School of
Communication) terhadap isi enam puluhsurat kabar yang terbit di Sembilannegara, yakni tiga negara kapitalis(Amerika Serikat, Inggris, dan JermanBarat), tiga negara sosialis (Uni Soviet =sekarang Rusia, Hongaria, Cekoslawakia),dan tiga negara sedang berkembang(India, Filipina, dan Ghana). Dari hasilanalisis ke-60 surat kabar tersebutmenunjukkan bahwa surat-surat kabaryang terbit di negara-negara kapitalis dannegara-negara sosialis terlalu sedikitmengekspos tentang berita-berita dinegara berkembang. Kalau toh surat kabaritu memberitakan, maka cenderung hanyahal-hal yang berkaitan dengan kerusuhandan kemiskinan (Cangara, 2013: 5).Menurut John C. Merriel, perbedaanitu sebenarnya bersumber dari perbedaankonsep yang digunakan oleh masing-masing negara. Daslam konteks kebebasanarus informasi, negara-negara maju(Barat) menilai informasi boleh bebasmasuk ke negara lain. Dengan demikianbebas memberitakan apa saja, sementaranegara-negara sedang berkembang(Timur) menganggap kebebasan arus
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informasi menuntut adanyakeseimbangan, artinya jika informasinegara maju bebas masuk ke negarasedang berkembang, maka seharusnyainformasi dari negara sedang berkembangjuga bisa bebas masuk ke negara-negaramaju. Demikian juga isi informasi tidakseharusnya identik dengan kemiskinandan kerusuhan, melainkan juga hal-halyang positif sesuai dengan tahapperkembangannya (Cangara, 2013: 6).Keluhan dari Indira Gandi inimendapatkan dukungan luas dari negara-negara sedang berkembang yang merasanegaranya menjadi sasaran penjajahanterutama di bidang informasi, ekonomi,dan ideology. Kontroversial ini kemudaiandimanfaatkan oleh negara-negara sedangberkembang untuk menyerang negara-negara maju melalui UNESCO (United
Nations Educational Scienticic and Cultural
Organization).Mengingat masalah-masalahkomunikasi yang muncul dalam dekade1970-an makin menggelisahkan sejumlahpakar dan para pemimpin negara-negarasedang berkembang, maka UNESCO mulaimengambil inisiatif untuk melakukanpertemuan lanjutan guna membicarakanpentingnya kebijakan dan perencanaankomunikasi diformulasikan kembali.Untuk itu, secara berturut-turut dilakukanpertemuan yang berlangsung (Cangara,2013:7-8) di: 1) Pertemuan Paris, 1972,membicarakan isu-isu kunci yang erathubungannya dengan kebijaksanaan danperencanaan komunikasi, dan pentingnyadilakukan riset di dalammemformulasikan sistem komunikasimasing-masing negara. 2) PertemuanParis, 1974, pertemuan ini membicarakanaspek-aspek perencanaan dan manajemen
terhadap proyek-proyek komunikasi yangakan dilakasanakan, dan pengembanganproyek-proyek komunikasi yang sedangberjalan di berbagai negara. 3) PertemuanKuala Lumpur, 1974, membicarakantentang pentingnya pendidikan danpelatihan dalam rangka peningkatankemampuan para pekerja komunikasi.Pertemuan di Kuala Lumpur jugamembicarakan pedoman-pedoman dasarperencanaan komunikasi dan peranantenaga-tenaga perencana komunikasi,serta membicarakan kemungkinanpelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang komunikasi untuk tingkat nasional,regional, dan internasional.Pada tahun 1981, East West
Communication Intitute dan University of
Hawai, juga melakukan seminarkebijaksanaan komunikasi untukpembangunan pedesaan di Thailand.Pada tahun 1984 di Solo, Indonesiamelakukan Seminar InternasionalPemerataan Satelit Komunikasi yangdilakukan oleh Ikatan Sarjana KomunikasiIndonesia (ISKI) yang dihadiri oleh parapakar dan praktisi komunikasi dari Jepang,Thailand, Filipina, Australia, Singapura,dan Indonesia sendiri sebagai tuan rumah.Dari berbagai pertemuan yangdilaksanakan oleh UNESCO di bidangkomunikasi, akhirnya diputuskan agarsetiap negara anggota kembali menyusundan memantapkan kembali kebijakan danperencanaan komunikasinya dalammenangani pengelolaan infrastruktur,sumber daya, maupun program-programkomunikasi di negara-negara masing(Cangara, 2013: 9).Yang menjadi landasan dasarkomunikasi internasional Indonesialainnya yaitu terdapat pada Pancasila sila
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kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil danBeradab”, yang mengandung unsur bahwabangsa Indonesia merupakan dirinyabagian dari umat manusia di dunia. Olehkarena itu, dikembangkan sikap hormatmenghormati dan bekerja sama denganbangsa lain.Dasar hukum kebijakan komunikasiinternasional Indonesia jugatergambarkan secara jelas di dalamPembukaan Undang-Undang Dasar 1945alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakanbahwa … “kemerdekaan ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan
di atas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan
peri keadilan”.Selanjutnya pada alinea IVdinyatakan bahwa … “dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial” ... Dari duakutipan UUD 1945 tersebut, jelaslahbahwa kebijakan komunikasiinternasional Indonesia mempunyailandasan atau dasar hukum yang sangatkuat, karena diatur di dalam PembukaanUUD 1945.Landasan dasar komunikasiinternasiona Indonesia, juga terdapatdalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan,huruf C angka 2 tentang Hubungan LuarNegeri, dirumuskan hal-hal sebagaiberikut:Menegaskan arah politik luar negeriIndonesia yang bebas aktif danberorientasi pada kepentingan nasional,menitik beratkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukungperjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa,menolak penjajahan dalam segala bentuk,
serta meningkatkan kemandirian bangsadan kerjasama internasional bagikesejahteraan rakyat.Dalam melakukan perjanjian dankerjasama internasional yang menyangkutkepentingan dan hajat hidup rakyatbanyak harus dengan persetujuan lembagaperwakilan rakyat.Meningkatkan kualitas dan kinerjaaparatur luar negeri agar mampumelakukan diplomasi pro-aktif dalamsegala bidang untuk membangun citrapositif Indonesia di dunia internasional,memberikan perlindungan dan pembelaanterhadap warga negara dan kepentinganIndonesia, serta memanfaatkan setiappeluang positif bagi kepentingan nasional.Meningkatkan kualitas diplomasiguna mempercepat pemulihan ekonomidan pembangunan nasional, melaluikerjasama ekonomi regional maupuninternasional dalam rangka stabilitas,kerjasama dan pembangunan kawasan.Meningkatkan kesiapan Indonesiadalam segala bidang untuk menghadapiperdagangan bebas, terutama dalammenyongsong pemberlakuan AFTA, APECdan WTO.Memperluas perjanjian ekstradisidengan negaranegara sahabat sertamemperlancar prosedur diplomatik dalamupaya melaksanakan ekstradisi bagipenyelesaian perkara pidana.Meningkatkan kerjasama dalamsegala bidang dengan negara tetanggayang berbatasan langsung dan kerjasamakawasan ASEAN untuk memeliharastabilitas, pembangunan dankesejahteraan(https://niajpnaw2612.wordpress.com/pen
didikan/politik-luar-negeri-bebas-aktif-
republik-indonesia”).
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PEMBAHASANPada tahun 1960, hubunganinternasional yang pada awalkemunculannya hanya bergerak di bidangekonomi, maka hubungan internasionalmulai merembet ke bidang-bidang lainyadiantaranya adalah di bidang politik.Keterlibatan Indonesia dalam hubunganinternasional dimulai sejak diterimanyaIndonesia menjadi anggota PBB yaitu padatanggal 28 September 1950. WalaupunIndonesia sempat keluar dari anggota PBBpada tahun 1965, tetapi pada tanggal 28September 1966 Indonesia diteima lagimenjadi anggota PBB.Pada tanggal 8 agustus 1967,Indonesia resmi bergabung denganorganisasi ASEAN (Associaton of South
East Asian Nation). Tujuan dibentukASEAN ini adalah membentuk organisasikerjasama antar negara-negara AsiaTenggara yang tidak bersifat politis danmiliter.Bagi negara-negara tetangga,keikutsertakan Indonesia di ASEANmempunyai arti politik-keamanan yangsangat penting. Terutama bagi Malaysia,Singapura dan Brunei yang pernahmenjadi sasaran konfrontasi dandilihatnya sebagai ambisi territorial(Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (Ed),1993:273). Di samping keterlibatanIndonesia dalam kegiatan-kegiatan padaorganisasasi PBB dan ASEAN, Indonesiajuga terlibat dalam kegiatan-kegiataninternasional lainya seperti Non-Blok, OKI,Kelompok 77, Tata Ekonomi Dunia Baru,APEC, dan lain-lain.Selain yang penulis sebutkan di atas,pelaksanaan dan implikasi Indonesiadalam hubungan internasional dapat kitalihat salah satunya yaitu ketika Indonesia
berhasil menggelar “Global Inter MediaDialogue”. “Global Inter Media Dialogue”,adalah dialog antar media dari berbagainegara untuk membahas peradaban,budaya, dan agama. Forum tersebutdigelar atas ide dan gagasan presidenSusilo Bambang Yudoyono yangmengamati bahwa ada jurang persepsiyang menganga antara media di Barat dandi dunai Islam. Banyak media Barat tidakmengerti Islam sehingga dalam meliputberita kurang peka terhadap isu-isu agamaatau budaya Islam.Forum “Global Inter Media Dialogue”ini pertama kali dilaksanakan pada tanggal1 September 2006, di Bali denganmenjadikan Norewgia sebagai mitra darinegara Barat untuk mendukung forum ini.Forum ini dihadiri oleh 70 tokoh mediaterkemuka dari 53 negara –dari TimurTengah, Eropa, Amerika, Asia, danAmarika Latin. Dalam forum ini PresidenSBY menyampaikan yang intinya yaitumenyampaikan kegundahan yangdirasakan umat Islam terhadap Barat.Masyarakat muslim di dunia tidak inginmendapatkan perlakuan khusus, merekahanya ingin perlakuan yang sama sepertidiberikan kepada kelompok agama lain.Dilihat dari sudut diplomasi,pelaksanaan dan implikasi Indonesiadalam hubungan internasional juga telahmencapai sejumlah babak keberhasilandiplomasi yang layak dicatat, antara lainsebagai berikut: Menyelenggarakan KAAdi Bandung pada tahun 1955;Menyelenggarakan KTT Non-Blok pertamadi Beogard, tahun 1961; Perankepeloporan dalam rangka ASEAN, ARF,forum APEC, dan forum ASEM; Sebagaijuru bicara dan juru runding utama bagi G-77; Memperjuangkan lahirnya resolusi
Daryanto Setiawan, Kebijakan Komunikasi Internasional Indonesia.
30
majelis umum PBB; Peran fasilitator danpemrakarsa dalam penyelesaian konflik diKamboja, Filipina Selatan dan Laut CinaSelatan; Berperan di sembilan organpenting PBB; dan lain sebagainya.Mohammad Shoelhi dalam bukunya“Diplomasi Praktik KomunikasiInternasional” menyatakan bahwa dalammenjalin kerjasama internasional,Indonesia selalu menekankan pada kerjasama konkret di berbagai bidang yangberkaitan dengan kepentingan nasional,diantaranya: Kerja sama pertahanan a.l.dengan Rusia, India, China, Perancis,Australia; Kerja sama perdangangan a.l.dengan Amerika Serikat, Jepang, China,Rusia, dan Korea Selatan; Kerja samaenergi dengan Amerika Serikat, China,Rusia, Korea Selatan; Kerja samapendidikan dengan Amerika Serikat,Australia; Kerja sama antikorupsi dalamkerangka APEC; Kerja sama antiterorismedengan Amerika Serikat, Australia, Inggris,Filipina, Malaysia, Singapura; Kerja samaiptek dengan India, Amerika Serikat,China, Korea Selatan; Kerja sama TKIdengan Malaysia, Korea Selatan, TimurTengah; Kerja sama interfaith denganInggris; Kerja sama intermedia denganNorwegia; Kerja sama perbatasan denganTimor Leste, Filipina, PNG, Malaysia; Kerjasama turisme dengan China, Singapura,Malaysia, Thailand; Kerja sama olahragadengan Kuba.Pada bidang Telekomunikasi danInfomatika (TIK), Indonesia juga terlibatdalam menyelesaikan masalah padaorganisasi Internastional
Telecommunications Union (ITU) yangberada di bawah naungan PBB. Arnold Ph.Djiwatampu dalam bukunya “StrategiPerjuangan Internasional Komunikasi Misi
Mustahil Menjadi Mungkin” menyebutkanbeberapa keterlibatan Indonesia dalampenyelesaian masalah ITU (Djiwatampu,2015: 127), diantaranya adalah:Mengamankan orbit satelit palapa; Ikutterjun dalam perjuangan alokasi pita lebarsatelit Non-GSO, TELEDESIC, sebuahsatelit milik Amerika Serikat yangditentang oleh Eropa; Mengangkat sistemsatelit LEO kecil; Ikut berperan sertadalam menyelesaikan penentanganPrancis terhadap penempatan satelit IranZohreh; Membantu negara-negara AfikaITSO (INTELSAT) sebagai common
Heritage.Dari beberapa uraian di atasmengenai peran Indonesia padapelaksanaan dan implikasinya dalamhubungan internasional, dapatdisimpulkan bahwa peran Indonesia padahubungan Internasional sangatlah besar.Hal ini dapat kita lihat dari banyaknyaIndonesia terlibat pada hubunganinternasional, baik melakukan hubungankerja sama di bidang politik, pendidikan,iptek, dan lain-lain yang dilakukan dengannegara-negara dan organisasi-organisasiinternasional sesuai dengan apa yangpenulis kemukakan di atas.Banyaknya organisasi internasionalyang dikuti Indonesia tak terlepas darikebijakan politik luar negeri Indonesia.Politik luar negeri Indonesia adalah bebasdan aktif. Bebas, bahwa Indonesia tidakmemihak pada kekuatan-kekuatan yangtidak sesuai dengan kepribadian bangsasebagaimana tercermin dalam Pancasila.Aktif, bahwa dalam menjalankankebijakan luar negerinya, Indonesia tidakbersikap pasif atas berbagai kejadianinternasional, melainkan bersikaf aktif.Juga aktif dalam mendukung usaha-usaha
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yang diarahkan bagi terciptanyamasyarakat dunia yang damai, aman dantentram (Djamaluddin Manik dkk (ed),1993: 70).Struktur kebijakan pemerintahterhadap teknologi informasi berdasarkanDepartemen Komunikasi dan Informasi(Depkominfo) (Rapat Kerja Dekomimfo, 3Maret 2006). Visimya adalah terwujudnyamasyarakat infomasi yang sejahteramelalui penyelenggaraan komunikasi daninformatika yang efektif dan efisien dalamkerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Misinya adalah meningkatkankapasistas layanan informasi danpemberdayaan potensi masyarakat dalamrangka mewujudkan masayarakatberbudaya infomasi; Meningkatkan dayajangkau infrastruktur pos, komunikasi,dan informatika untuk memperluasaksesibilitas masyarakat terhadapinformasi dalam rangka mengurangikesenjangan informasi; Mendorongpeningkatan aplikasi layanan publik danindustry aplikasi telematika dalam rangkameningkatkan nilai tambah layanan danindustry aplikasi; Mengembangkanstandarisasi dan sertifikasi dalam rangkamenciptakan iklim usaha yang konstruktifdan kondunsif di bidang industrykomunikasi dan informatika;Meningkatkan kerjasama dan kemitraanserta pemberdayaan lembaga komunikasidan informatika pemerintah danmasyarakat; Mendorong peranan mediamassa dalam rangka meningkatkaninformasi yang beretika dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambahpembangunan bangsa; Meningkatkankapasitas SDM bidang komunikasi daninformatika dalam rangka meningkatkan
literasi dan profesionalisme; Meningktkankualitas dan kapasitas litbang dan industridalam rangka menciptkan kemandiriandan daya saing bidang telekomunikasi,komunikasi dan informatika; Mendorongpemerataan dan penyebarluasanjangkauan informasi public kepadamasyarakat; Meningkatkan kualitaspelayanan public dalam kerangkapeningkatan penyebaran dan pemerataaninformasi; Meningkatkan peran serta aktifIndonesia dalam berbagai foruminternasional di bidang komunikasi daninformatika dalam rangka meningkatkancitra positif bangsa dan Negara;Meningkatkan kualitas pengawasanmenuju terselenggaranya kepemerintahanyang baik (good governance).Program yang dicanangkan adalah:program peningkatan komitmenpersatuan dan kesatuan nasional; Programpeningkatan kualitas pelayanan informasipublic; Program penerapankepemerintahan yang baik; Programpeningkatan pengawasan danakuntabilitas aparatur Negara; Programpenataan kelembagaan danketatalaksanaan; Program pengelolaansumber daya manusia aparatur; Programpenyelengaraan pimpinan kenegaraan danpemerintahan; Progam peningkatansarana dan prasarana aparatur Negara;Program peningkatan kualitas pelayananpublic; Program penyempurnaan danpenguatan kelembagaan demokrasi;Program pengembangan komunikasi,informasi, dan media massa; Programpenyelesaian restrukturisasi pos dantelematika; Program pengembangan,pemerataan, dan peningkatan kualitassarana, prasarana pos, dan telematika;Program penguasaan serta pengembangan
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aplikasi dan teknologi informasi dankomunikasi; Program pengembanganwilayah tertinggal; Programpengembangan wilayah perbatasan.Kebijakan yang dilakukan meliputipengembangan di bidang: Pos dantelekomunikasi (regulasi, universal service
obligations, public service obligation);Aplikasi telematika (regulasi, community
accsess point, one school one computer
laboratium); Sarana komunikasi dandesiminasi informasi (regulasi,desiminasi); Pelayanan informasi publik(Kominfo news room).Program-program tersebutmerupakan bagian yang tidak terpisahkandari komitmen Indonesia terhadapperjanjian internasional, salah satunya di
World Summit on Information Society
(WSIS).Berikut ini plan of action:Menghubungkan seluruh desa dengan
information communication technology
system (ICTs) dan membangung
community access points (CAPs);Menghubungkan seluruh universitas, dansekolah dengan ICTs; Menghubungkanseluruh pusat ilmu pengetahuan dan pusatriset denga ICTs; Menghubungkanperpustakaan umum, pusat kebudayaan,museum, kantor pos, arsip dengan ICTs;Menghubungkan pusat-pusat layanankesehatan dan rumah sakit denga ICTs;Menghubungkan seluruh pemerintah(pusat dan daerah), seluruh institusipemerintah, membangun websites dan e-
mail address; Menyesuaikan kurikulumSMP dan SMA (sesuai dengan kondisinasional) untuk menghadapi tantanganmasyarakat informasi; Memastikanseluruh penduduk dunia telah dapatmengakses layanan televisi dan radio;
Mendorong pengembangan konten, danmemfasilitasi penggunaan ragam bahasa(world langunges) di internet; Memastikanlebih dari setengah penduduk dunia dapatmengakses ICTs sesuai dengankemampuan mereka.Permasalahan/kelemahan adalahbelum sinkronnya pelaksanaan programdan kegiatan bidang komunikasi daninformatika antara instansi pusat, daerah,da Departemen Komunikasi danInfomatika; Adanya “mata rantai” yangterputus dalam pelaksanaan koordinasikelembagaan dan fungsional antara pusatdan daerah; Rendahnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika; Masihbanyaknya daerah “blank spot” danwilayah perbatasan yang belumterjangkau pembangunan dibidangkomunikasi dan informatika; Belumtertangani secara optimal pengelolaankomunikasi dan informasi di daerahkonflik dan rawan konflik; Masihminimnya anggaran yang dikelolaDepartemen Komunikasi dan Informatika.Solusinya adalah perlu harmonisasidan penjabaran seluruh program, dankegiatan Depkominfo dengan rencanapembangunan jangka panjang (RPJP),rencana pembangunan jangka menengan(RPJM), rencana strategis (RENSTRA), dankesepakatan-kesepakatan The World
Summit on the Information Society (WSIS);Menciptakan progam yang beimbangantara pembangunan dan pemanfaatanICT, baik sebagai tools maupun sebagaiindustri, dengan desiminasi informasiyang intensif dan cakupan yang luas;Memfokuskan program dan kegiatanDepkominfo pada upaya untukmerealisasikan pencapaian target-target;Meningkatkan koordianasi baik vertical
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maupun horizontal dengan institusiterkait baik di pusat maupun daerah untukmenghindari duplikasi dalam penyusunanprogram dan kegiatan sehingga sumberdaya yang ada dapat teralokasikan secarabaik, dan memperoleh dukungan yang luasterhadap implementasi berbagai program-program dan kegiatan Depkominfo;Menyongsong masa depan, diharapkanDepkominfo dapat memaksimalkan peranstrategis komunikasi dan informatikauntuk mewujudkan peradabanmasyarakat berbasis pengetahuan;berperan sebagai faktor pendukung danmotor penggerak pembangunan Indonesiadi berbagai bidang; dan berperan sebagaimedium penumbuhkembangan rasapercaya masyarakat pada prosespembangunan yang terus berlangsung;Dengan dukungan SDM yang terampil danmemiliki kompetensi standarinternasional, diyakini upaya Depkominfountuk mendukung pembangunan diberbagai sektor dalam upaya mewujudkanmasyarakat informasi Indonesia yangmaju, aman, berbudaya, dan berbasispengetahuan dapat terwujud (Liliweri,2014: 461).
SIMPULANDasar kebijakan komunikasiinternasional Indonesia dimulai dariPerdana Menteri Indira Gandhi yangmengeluhkan adanya ketidaksemibanganinformasi di dunia terhadap negara-negara berkembang yang akhirnya direspon oleh negara-negara berkembanglainnya termasuk Indonesia. Dasarkebijakan komunikasi internasionalIndonesia lainnya yaitu Pancasila silakedua, UUD 1945 (Alinea I dan IV) danbatang tubuh (pasal 11 dan 13). Kemudian
Ketetapan MPR, yaitu GBHN dalam bidanghubungan luar negeri, kebijaksanaanPresiden, yang dituangkan dalam Keppres.dan kebijaksanaan/peraturan yangdikeluarkan oleh Menteri luar negeri.
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